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Abstrak
Pertentangan yuridis antara Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 dengan Surat
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 ditinjau secara hierarki
ketentuan perundang-undangan maupun dengan menggunakan teori stufenbau theorie oleh
Hans Kelsen, tetap kedudukan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 lebih tinggi
dibandingkan Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35
karena ketentuan yang lebih rendah seharusnya selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Pertentangan kedua instrumen yuridis tersebut dapat berpontensi atau berdampak dapat
menimbulkan disparitas putusan yang berpotensi menyebabkan timbulnya ketidakpastian
hukum jika tidak ditanggulangi yang berpotensi menyebabkan turunnya kepercayaan investor
asing dan kerja sama komersil/bisnis di Indonesia dalam pelaksanaan MEA ASEAN. solusi untuk
mengatasinya yakni presiden membuat dan mengeluarkan Peraturan Presiden, badan Peradilan
Mahkamah Agung dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mengeluarkan Surat Edaran
agar tidak terjadi disparitas hukum, melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan dan calon
investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia tentang ketentuan Pasal 31
Undang-Undang No 24 tahun 2009 dan terakhir adalah melakukan perubahan terhadap
ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No 24 tahun 2009 sebagai pilihan terakhir jika ketentuan
tersebut mempengaruhi dan membuat efek turunnya investor asing serta kerja sama komersil
di Indonesia pada solusi melalui kerja sama antar Negara ASEAN yakni Melakukan harmonisasi
hukum di negara-negara ASEAN, Membentuk dan mengembangkan hukum perdagangan dan
investasi, Membentuk pusat kajian ASEAN, Menentukan media alternatif penyelesaian
sengketa. Artikel ini dibuat dengan metodologi yuridis doctrinal.
Kata Kunci: Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35, Kepastian Hukum, Perselisihan Perjanjian
Komersil. ASEAN, MEA
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A. PENDAHULUAN
Perdagangan yang merupakan kegiatan yang sudah telah lama terjadi bahkan usianya
dapat dikatakan telah sama dengan umur peradaban manusia di bumi ini. Pada dahulu kala
suatu perdagangan dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa disertai dengan suatu kesepakatan
dalam bentuk tertulis oleh para pihak yang akan melakukan hubungan kerja sama antara satu
dengan yang lainnya, tetapi sehubungan dengan perkembangan ekonomi dan terciptanya suatu
sistem hukum, khususnya perdagangan yang dilakukan secara berkelanjutan (kerja sama) baik
sifatnya dengan atau tanpa lintas Negara dilakukan dengan menggunakan kesepakatan atau
perjanjian. Hal tersebut dikarenakan masyarakat luas beranggapan dengan perjanjian kegiatan
perdagangan lebih dapat dilaksanakan dengan secara jelas mengenai hak dan kewajiban para
pihak di dalamnya.
Perdagangan pada era saat ini telah berlangsung secara lintas Negara dan kompleks sifat,
jenisnya yang tentunya hampir seluruhnya disertai dengan perjanjian tertulis atau yang saat ini
lebih dikenal dengan perjanjian/kontrak bisnis/komersil. Walaupun dalam kegiatan
perdagangan disertai dengan perjanjian tetap ada permasalahan dalam pelaksanaannya, baik
dikarenakan salah satu pihak yang mengingkari sampai dengan permasalahan yuridiksi ataupun
hukum dalam menyelesaikan perselisihan perjanjian tersebut. Dengan adanya masalah tersebut
salah satu hal yang sangat menjadi perhatian bagi dunia usaha yakni berkaitan dengan
permasalahan yuridiksi dan atau hukumnya, walaupun sudah terbentuknya badan-badan
internasional sebagai media penyelesaian sengketa bisnis seperti arbitrasi WIPO dan lembaga
lainnya tetap saja ada permasalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaian perselisihan
sengketa perjanjian komersil. Permasalahan penegakan hukum tentunya juga menjadi
pertimbangan bagi keberlangsungan perdagangan atau bisnis oleh para pelaku ekonomi
terutama investor asing yang akan membuka usaha atau menanamkan modalnya di suatu
Negara. kepastian dan penegakan hukum membawa dampak secara tidak langsung terhadap
ketertarikan investor asing dan perdagangan serta pertumbuhan perekonomian suatu Negara,
gejala tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa dengan tegaknya dan adanya kepastian
hukum di suatu Negara para pelaku usaha dan para investor beranggapan akan menjamin hak-
haknya dan kenyamanan serta keberlangsungan atas usaha-usaha serta modal yang ditanamkan
pada suatu Negara.
Di Indonesia perkembangan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan ketertarikan
investor asing untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya selain didukung oleh peluang
usaha luas dan keuntungan yang cukup besar serta letak wilayah yang strategis. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia yang
sangat baik dan melimpah. Tetapi dari segi kepastian dan penegakan hukum masih perlu di
tingkatkan kembali. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam suatu perundang-undangan tentu
akan membawa dampak yang cukup signifikan dalam segala kegiatan yang diaturnya, karena hal
tersebut subjek hukum tentu akan menyesuaikan segala perbuatan dan kegiatannya terhadap
peraturan-peraturan yang telah dibentuk dan diberlakukan oleh suatu lembaga yang diberi
wewenang oleh hukum yakni peraturan perundang-undangan.
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Pada tahun 2009, Indonesia membentuk dan memberlakukan Undang-Undang No. 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-
undang tersebut bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan
standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Tetapi
pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.24 Tahun 2009 menyatakan:
1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang
melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta
Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia;
2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang
melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa
Inggris.
Tentunya dengan adanya Pasal demikian menimbulkan problematika khususnya dalam
membuat kesepakatan baik dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian khususnya pada
perjanjian komersial/bisnis, hal tersebut dikarenakan hampir seluruh korporasi swasta di
Indonesia yang bekerja sama dengan korporasi asing telah dibuat dalam bentuk bahasa asing
yang pada rata-ratanya dalam bahasa Inggris. Sedangkan di dalam Buku III KUH Perdata dalam
Pasal 1338 ayat 1 yang menganut asas kebebasan berkontrak dan hal ini tentunya sangat kontra
(bertentangan), hal tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa kontrak itu dilahirkan ex nihilo,
yakni kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (free will) para pihak yang membuat
kontrak (contractors). Kontrak secara eksklusif merupakan kehendak bebas para pihak yang
membuat kontrak. Melalui postulat bahwa kontrak secara keseluruhan menciptakan kewajiban
baru dan kewajiban yang demikian secara eksklusif ditentukan oleh kehendak para pihak,
kebebasan berkontrak telah memutuskan hubungan antara kebiasaan dan kewajiban-kewajiban
kontraktual1.
Selain itu permasalahan semakin kompleks ketika Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia mengeluarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan
pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009. Surat tersebut menyatakan penggunaan bahasa Inggris
pada perjanjian tidak melanggar syarat formil. Artinya, para pihak bebas memilih bahasa yang
digunakan dalam membuat perjanjian. Para pihak bebas memilih sesuai dengan asas pacta sunt
servanda yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata2.
Dengan adanya pertentangan instrumen hukum antara Pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang No.24 Tahun 2009 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal
1 Ridwan Khairandy. 2011. Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak. Jurnal Hukum Edisi Vol 18 Oktober
2011. Hlm 36-35.
2http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5258d22c06dfe/uu-bahasa-batalkan-kontrak-bisnis-internasional
diakses pada tanggal 15 Juni 2015
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1338 ayat 1 serta surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-
35, tentunya akan membawa dampak terhadap implementasinya pada perselisihan
penyelesaian perjanjian baik di lembaga litigasi maupun non-litigasi di Indonesia. Selain itu
permasalahan tersebut tentu juga secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat masuknya
investasi asing dan kerja sama dengan perusahaan/institusi asing, dengan permasalahan yuridis
tersebut tentu dapat menjadi permasalahan khususnya pada pelaksanaan MEA (Masyarakat
Ekonomi Asean) yang nantinya tentu sangat diharapkan akan menjadi momentum peningkatan
perekonomian di kawasan ASEAN dan pada nantinya akan banyak perjanjian-perjanjian kerja
sama dibidang bisnis dan investasi di Indonesia dengan pihak asing.
Sebagaimana diketahui bahwa anggota ASEAN terdiri dari berbagai Negara asia yang
terdiri 10 (sepuluh) negara dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, Singapura,
Vietnam, Laos, Myanmar (Burma), dan terakhir yakni Kamboja3. Negara tersebut memiliki
bahasa yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bahasa yang serumpun seperti bahasa
Melayu yakni Malaysia, Brunei dan Singapura sedangkan Negara lainnya menggunakan bahasa
yang berbeda, hal ini tentunya dalam perjanjian komersial pada pelaksanaan MEA yakni ada
kemungkinan besar menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa Asing Lainnya.
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji adalah 1) bagaimana
dampak pertentangan instrumen hukum antara Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004
dengan surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35
implikasinya terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian komersil di Indonesia menjelang
MEA? 2) bagaimana solusi terhadap pertentangan instrumen yuridis tersebut?
B. METODELOGI
Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode. Metode berarti
mencari informasi secara terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas
serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari penafsiran yang terlalu luas. Untuk
mengkaji permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
doctrinal, yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan
yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian
hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum,
dan pendapat sarjana atau para ahli hukum.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen, buku,
karya ilmiah skripsi dan makalah, majalah jurnal dan lainnya. Data sekunder tersebut diperoleh
selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menganalisis dan menjawab permasalahannya.
3 http://ilmupengetahuanumum.com/profil-10-negara-anggota-asean/ diakses pada tanggal 15 Juli 2015
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C. DAMPAK ADANYA PERTENTANGAN INSTRUMEN HUKUM ANTARA PASAL 31 UNDANG-
UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338
(AYAT 1) KUH PERDATA SERTA SURAT KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH.UM.01.01-35 IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERJANJIAN KOMERSIL DI INDONESIA MENJELANG MEA.
Sebelum memasuki pembahasan inti dalam artikel ini, akan terlebih dahulu membahas
kasus dan kedudukan instrumen hukum yang bertentangan tersebut dalam struktur hukum di
Indonesia. Kasus permasalahan penyelesaian perselisihan terhadap perjanjian bisnis dalam
bahasa asing khususnya pada bahasa Inggris karena kontrak tanpa versi Indonesia yakni pada
kasus antara Nine AM Ltd sebuah perusahaan yang berkedudukan di negara bagian Texas,
Amerika Serikat dengan PT Bangun Karya Pratama (untuk selanjutnya cukup disebut BKP)
mengenai Loan Agreement tertanggal 23 April 20104.
BKP menggugat Nine.Ltd melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dasar karena
menurutnya perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil. Perjanjian tersebut melanggar
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2009. Pasalnya, perjanjian tersebut dibuat hanya
dalam bahasa Inggris, tanpa disertai bahasa Indonesia. Dalam putusan perkara tersebut Majelis
Hakim menilai perjanjian tersebut memang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-
Undang Bahasa. Undang-Undang Bahasa telah dengan tegas mengatur bahasa Indonesia adalah
bahasa yang wajib digunakan dalam sebuah perjanjian.
Selain kasus tersebut, terdapat kasus yang serupa tetapi ada sedikit perbedaan, pada
kasus perselisihan perjanjian antara Sumatera Patners dengan PT. Bangun Karya Pratama (BKP),
awal mulai kasus ini, BKP menilai perjanjian tersebut juga bertentangan dengan Perpres Nomor
36 Tahun 2010 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan
ini melarang perusahaan asing untuk menjadi perusahaan sewa menyewa alat berat. BKP
menilai ada indikasi yang dilakukan Sumatra Patners menjadi perusahaan sewa menyewa alat
berat dan menyalahi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan5. Berbedanya pada kasus ini para pihak pada
perjanjian menyepakati bahwa jika terjadi perselisihan akan mengajukan dan menyelesaikan
melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), dengan adanya klausula tersebut akhirnya
majelis hakim menolak gugatan tersebut karena alasan kompetensi absolute dalam memeriksa
dan mengadili perkara tersebut.
Dengan adanya 2 (dua) kasus tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa dengan dalil
suatu perjanjian tanpa menggunakan atau disertai bahasa Indonesia salah satu pihak dapat
mengajukan pembatalan suatu perjanjian, yakni dengan dasar hukum Pasal 31 ayat 1 Undang-
Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.
Sedangkan ketentuan perikatan yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 1 dalam KUH Perdata (BW)
4 Kedudukan para pihak Nine AM Ltd selaku Kreditor dan PT. Bangun Karya Pratama selaku Debitor
5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a8190540a82/pn-jakbar-serahkan-kasus-kontrak-berbahasa-
inggris-ke-bani, diakses pada tanggal 22 Juni 2015.
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yang menganut asas kebebasan berkontrak. Secara jelas Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata
menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”. Menurut Subekti, secara menyimpulkan asas kebebasan
berkontrak adalah dengan jalan menekankan perkataan”semua” yang ada di muka perkataan
“perjanjian”6. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat 1tersebut seolah-olah membuat suatu
pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan
mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Menurut Remi Sjahdeini, asas kebebasan
berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
1. Kebebasan berkontrak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan berkontrak untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan berkontrak untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan
dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat
opsional (aanvullend optional)7.
Jika diperhatikan secara seksama antara Pasal 31 ayat 1dalam Undang-Undang No 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dengan Pasal
1338 ayat 1 KUH Perdata tersebut di atas terdapat pertentangan, di satu sisi mewajibkan
menggunakan dan atau menyertakan bahasa Indonesia di setiap perjanjian yang dibuat antara
subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing. Sisi yang berbeda asas kebebasan kontrak
bebas menentukan bentuk dan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang
bersifat opsional (aanvullend optional) dalam membuat perjanjian antara subjek hukum
Indonesia dengan subjek hukum asing.
Dalam kalimat “kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang
yang bersifat opsional (aanvullend optional)” timbul pertanyaan apakah Pasal 31 ayat 1Undang-
Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan,
merupakan ketentuan undang-undang yang bersifat optional?. Dalam menjawab pertanyaan ini
tentu perlu dilihat kembali bunyi ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan menyatakan“Bahasa
Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga
Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan
warga Negara Indonesia”. Terdapat kata “wajib” artinya bukan merupakan ketentuan undang-
undang yang bersifat optional.
6 Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Cetakan keenam. Alumni. Bandung. Hal 4-5.
7 Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam
Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia. Institut Bankir Indonesia. Jakarta. hlm 47.
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Dari segi causa, sedangkan menurut Rosa Agustina menyatakan bahwa dasar hukum asas
kebebasan berkontrak dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian ada 4 (empat) yaitu:
1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu persoalan tertentu; dan
4. Sebab yang halal.
Bunyi Pasal 1320 KUH Perdata angka (4) ”sebab yang halal” inilah yang menjadi dasar para
pihak untuk membuat perjanjian. Semua perjanjian boleh dibuat (kapan pun, di manapun,
apapun isinya, bentuknya seperti apa) selama perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang
halal/tidak dilarang8. Dan selain itu terdapat pembatasannya pada Pasal 1337 KUH Perdata
menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila:
1. Dilarang oleh undang-undang;
2. Bertentangan dengan kesusilaan;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum9.
Jika dikaji apakah penggunaan bahasa asing dalam perjanjian merupakan suatu hal
dilarang oleh undang-undang di Indonesia? Mengenai hal ini tentu dapat juga memperhatikan
dengan seksama menurut pendapat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang menyatakan
”sebab atau causa yang halal dalam konteks hukum berbeda dengan sebab atau causa yang
dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan
pada suatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum. Sedangkan hukum tidak
perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup
melihat prestasi yang dijanjikan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan
kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum”10. Mengenai hal ini tentu dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dilarang oleh undang-undang hanya meliputi prestasi
perjanjian saja, maka penggunaan bahasa asing tanpa bahasa Indonesia masih tetap dapat
dilakukan jika ditinjau dari Pasal 1337 KUH Perdata.
Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan bermaksud untuk
memberikan sebuah penjelasan ternyata juga membuat bingung masyarakat luas yakni dengan
mengeluarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35
tentang Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang No. 24
Tahun 2009 yang intinya berisikan tentang :
1. Penandatanganan perjanjian privat komersial (private commercial agreement) dalam
bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan
8 Nur Syarifah dan Reghi Perdana, Hukum Perjanjian, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 2.6
9 Ibid hlm 2.6
10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2006. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, hlm 35
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kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya
asas kebebasan berkontrak.
2. Perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal
demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang
tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009;
3. Para pihak juga babas menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap
kata, frase, atau kalimat dalam perjanjian, maka para pihak babas memilih bahasa mana
yang dipilih untuk mengartikan kata, frase, atau kalimat yang menimbulkan penafsiran
dimaksud.
Sedangkan jika dikaji antara Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dengan surat Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 tentang Perihal Permohonan Klarifikasi atas
implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, perlu terlebih dahulu dibahas
mengenai kedudukan atau tingkat hierarki suatu ketentuan hukumnya atau juga menggunakan
teori stufenbautheorie oleh Hans Kelsen.
Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya
mengenai jenjang norma hukum (Stufenbau), di mana ia berpendapat bahwa norma-norma
hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana
suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi
berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan
fiktif, yaitu Norma Dasar (Groundnorm)11.
Lebih lanjut menurut Hans Kelsen mengatakan, hubungan antara norma yang mengatur
penciptaan norma lain dan norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang pertama bisa
dikemukakan secara kiasan sebagai hubungan antara superordinasi dan subordinasi. Norma
yang mengatur penciptaan norma lain berkedudukan lebih tinggi,norma yang diciptakan sesuai
dengan norma yang disebut pertama itu berkedudukan lebih rendah12.
11 Hans Kelsen. 2008. Teori Hukum Murni Dasar-dasar Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, Hal. 244.
Terjemahan dari Buku Hans Kelsen Pure Theory Of Law, Berkley University of California Press, 1978
12 Ibid hlm 246
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Teori stufenbautheorie Hans Kelsen secara sekilas memang merupakan suatu acuan teori
dalam struktur hierarki ketentuan peraturan di Negara Indonesia, hal tersebut sebagaimana
yang dikemukakan oleh Darji Darmodiharjo Dan Shidarta yang mengatakan bawah apabila kita
bandingkan dengan teori jenjang norma (stufentheorie) dan Hans Kelsen dan teori jenjang
norma hukum (die Theorie vom Slufenordnung der Rechtshormen) dan Hans Nawiasky
terdahulu, kita dapat melihat adanya cerminan dan kedua sistem norma tersebut dalam sistem
norma hukum Republik Indonesia13.
Pada Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan menentikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten dan kota.
Lalu bagaimana kedudukan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
M.HH.UM.01.01-35 tentang Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2009?
Lebih lanjut pada Pasal 8 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Jenis peraturan perundang-
undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 tersebut mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
13 Darji Darmodiharjo Dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum , Gramedia, Jakarta, 1998, Hal. 244
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setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang
atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah propinsi,
gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau
yang setingkat. Dalam ayat 2 peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.
Dengan demikian kedudukan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan lebih tinggi dibandingkan kedudukan
surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 tentang Perihal
Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Hal
ini dilihat dari hierarkinya dan sebagaimana Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, menyatakan suatu
peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi daya mengikat dan
kekuatan hukum surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35,
tidak dapat mengesampingkan kekuatan hukum yang terdapat pada Pasal 31 ayat 1 Undang-
Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan
karena adanya frasa “wajib” dalam menyertakan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan
pihak asing tersebut.
Selain itu timbul pertanyaan apakah asas Lex Specialist Derogate Generali dapat menjadi
pemecahan terhadap adanya 2 (dua)peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang
sama yakni Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dengan Pasal 1338 ayat 1 dalam KUH Perdata
(BW)?Permasalahannya kedua ketentuan tersebut sama-sama merupakan lex specialist.
Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan pada Buku ke III KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1
tersebut tentu secara khusus mengatur ketentuan perikatan atau perjanjian yang merupakan
bagian dari Hukum Perdata (BW), sedangkan pada Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun
2009 juga merupakan lex specialist karena mengatur bahasa yang digunakan dalam perjanjian.
Maka asas lex specialist derogate generali tidak dapat menyelesaikan sengketa yuridis bilamana
ada 2 (dua) ketentuan mengatur hal yang sama, jika demikian halnya, maka yang digunakan
adalah lex specialis sistematissebagai derivate atau turunan dari asas lex specialis derogate
generali14.
Pada lex specialis sistematis,dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, mengatur secara ekplisit
mengenai penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian sedangkan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH
Perdata (BW)menjelaskan secara tegas kebebasan berkontrak yang tidak menjelaskan spesifik
batasannya, maka jika menggunakan asas lex specialis sistematis dengan demikian Pasal 31 ayat
1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 yang seyogyanya digunakan atau menjadi acuan dasar
14 Eddy O.S. Hiariej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta. hlm 353
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hukum dalam content pengunaan bahasa dalam perjanjian yang akan dibuat antara subjek
hukum Indonesia dengan subjek hukum asing.
Dengan adanya berbagai segi pertentangan instrumen yuridis di Indonesia sebagaimana
dijabarkan di atas, maka akan membawa dampak pada penegakan hukumnya, yakni sebagai
berikut:
Pertama, dengan adanya pertentangan antar instrumen sebagaimana yang dijabarkan di
atas, tentu akan berimplikasi pada penerapannya dan penegakkannya. Dapat menciptakan
disparitas putusan. Disparitas putusan dapat terjadi dan dipicu adanya instrumen hukum yang
bertentangan antara 1 dengan lainnya, hal ini terjadi pula jika hakim menganut filosofi atau
acuan teori yang berbeda antara hakim yang satu dengan yang lainnya. Jika ada hakim yang
lebih mengacu bahwa kebebasan berkontrak yang merupakan asas lex specialist tentunya dalam
kasus penyelesaian sengketa perjanjian yang menggunakan bahasa asing tanpa disertai bahasa
Indonesia tentu dapat menyatakan bahwa perjanjian tetap dapat dilaksanakan dan mengikat
para pihak yang membuatnya. Di sisi lain jika hakim berpendapat bahwa yang merupakan lex
specialist-nya adalah Pasal 31 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentu akan menyatakan
bahwa perjanjian batal demi hukum dan konsekuensi dalam hal ini adalah sebagaimana suatu
prinsip dasar hukum perdata kita yakni apabila suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum.
Maka dengan ini dapat timbul adanya ketidakpastian hukum.
Kedua, apabila dengan dinyatakannya suatu perjanjian batal demi hukum, maka posisi
hukum para pihak harus dikembalikan seperti keadaan seperti semula, seolah-olah perjanjian
tersebut tidak pernah ada. Apabila dicermati secara jeli doktrin ini mengajarkan apabila suatu
perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada
pihak yang dirugikan “kembali kepada keadaan semula” berarti keadaan hukum yang
bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi sehingga sangat logis para pihak tidak
ada yang dirugikan sebagai akibat dari keadaan semua15. Tetapi apakah dengan konsekuensi
kembali kepada keadaan semula tersebut menyelesaikan permasalahan? Tentu bagi investor
atau bisnis akan merugikan baik dari segi waktu dan keuangan, dalam hal keuangan tentunya
pada pengusaha dan investor baik domestik maupun asing tentu tidak dapat 100% keuangan
dapat kembali. Hal ini adanya biaya-biaya perizinan pada birokrasi di Indonesia, yang tidak
dapat kembali tersebut tentunya akan merugikan.
Ketiga,Dengan adanya ketidakpastian hukum dan kerugian tersebut sebagaimana yang
dijelaskan di atas sudah tentu akan mengurangi rasa keamanan dan kenyamanan serta
kemudahan yang dapat terjadinya hilangnya kepercayaan investor asing dalam melakukan bisnis
di Indonesia jika Negara tidak sesegera mungkin membenahi persengketaan instrumen hukum
sebagaimana yang ada dan dijabarkan di atas.
Dengan adanya ketiga permasalahan yuridis sendiri di dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia secara logis akan membawa dampak dalam pelaksanaan MEA tersebut
apabila perjanjian dibuat dalam menggunakan satu bahasa asing, dan selain itu juga perihal ini
15 Nindyo Pramono. 2010. Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. Jurnal Mimbar
Hukum Volume 22. No. 2 Edisi Juni. Yogyakarta. hlm 231.
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perlu di sosialisasikan kepada para pengusaha di Indonesia dalam mempersiapkan dalam era
MEA ke depannya.
Dampaknya terhadap pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yakni penentuan
media penyelesaian sengketa perselisian perjanjian komersil. Hal tersebut dikarenakan,
Pertama, banyaknya perbedaan bahasa di kawasan ASEAN maka dengan demikian besar
kemungkinan menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa asing lainnya yang akan
disepakati oleh Para Pihak dalam perjanjian komersil dalam pelaksanaan MEA, Kedua sistem
hukum yang dianut pada anggota-anggota ASEAN berbeda satu dengan yang lainnya, seperti
Singapura dan Malaysia yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (Common Law), sedangkan
Indonesia masih cenderung menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Jadi tentunya akan
menimbulkan permasalahan pula pada pemilihan hukumnya. Bagaimana dengan permasalahan
hal ini? Maka akan dibahas pada sub bab selanjutnya.
D. SOLUSI MENGATASI PERTENTANGAN INSTRUMEN HUKUM ANTARA PASAL 31 UNDANG-
UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338
(AYAT 1) KUH PERDATA SERTA SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH.UM.01.01-35 DALAM PENYELESAIAN PERSELISIAN PERJANJIAN
MENJELANG PELAKSANAAN MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN)
Solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentu dapat di kelompokkan ke dalam 2
bentuk penyelesaian yakni pertama penyelesaian yuridis secara umum pada peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan yang kedua adalah penyelesaian secara kerja sama antar
Negara ASEAn dalam pelaksanaan MEA.
Pada penyelesaian yuridis secara umum pada peraturan perundang-undangan di
Indonesia yakni sebagaimana yang telah dijabarkan pada sub sebelumnya, maka untuk
mengatasi atau menanggulangi permasalahan sengketa yuridis pada Pasal 31 Undang-Undang
No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dan Pasal
1338 ayat 1 KUH Perdata (BW) serta surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
M.HH.UM.01.01-35 tersebut, terdapat beberapa solusi, yakni yang pertama adalah Presiden
membentuk dan mengeluarkan Peraturan Presiden yang menyatakan:
1. Bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh antara subjek hukum Indonesia dengan subjek
hukum asing yang dalam perjanjian tersebut terdapat klausul penyelesaian perselisihan
dilakukan melalui media peradilan atau badan Arbitrasi atau badan lainnya di Indonesia
maka penyertaan bahasa Indonesia wajib di taati dan dilakukan. Hal ini untuk
memudahkan para pihak untuk mendapat kepastian hukum dan cepatnya penyelesaian
perselisihan, agar sejalan dengan asas peradilan di Indonesia yakni asas peradilan
sederhana,cepat dan biaya ringan.
2. Bahwa jika para pihak ingin menggunakan 1 bahasa yakni bahasa asing saja para
perjanjian komersil maka disarankan untuk memasukkan klausul penyelesaian sengketa
melalui badan arbitrase atau badan peradilan di luar negeri.
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3. Bahwa apabila para pihak antara subjek hukum nasional maupun subjek hukum asing
tetap ingin menggunakan bahasa asing saja pada perjanjian komersial di antara mereka
dan tetap tunduk hukum di Indonesia dan menggunakan media peradilan dan arbitrasi di
Indonesia, maka harus menggunakan penerjemah resmi yang berasal dari badan peradilan
atau arbitrase di Indonesia.
Kedua, Mahkamah Agung RI dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mengeluarkan
suatu surat edaran yang berisikan rujukan atau petunjuk khusus atau sosialisasi atas Peraturan
Presiden sebagaimana solusi di atas kepada para hakim dan arbiter di Indonesia. Hal ini untuk
mencegah terjadinya disparitas putusan baik dalam lembaga peradilan maupun arbitrase
tersebut.
Ketiga, melakukan sosialisasi terhadap ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan beserta
ketentuan peraturan di bawahnya kepada seluruh perusahaan dan calon investor asing yang
akan menanamkan modalnya di Indonesia.
Keempat,jika memang keberadaan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.
24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan tersebut
secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi tingkat investasi dan kerja sama bisnis
dengan pihak asing sehingga mengalami penurunan, sebaiknya Presiden bersama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisinya agar tingkat investasi dan kerja sama bisnis
komersil di Indonesia berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan.
Penyelesaian secara kerja sama antar Negara ASEAN dalam pelaksanaan MEA. Melalui
ASEAN Law Association (ALA) yakni sebuah organisasi hakim dan praktisi hukum ASEAN- yang
dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menelurkan beberapa rekomendasi untuk
menghadapi MEA 201516, setidaknya ada tujuh langkah (rekomendasi) ALA Ad Hoc Committee
Meeting. Berikut adalah tujuh langkah dan di antara 7 langkah tersebut 4 di antaranya dapat
digunakan sebagai solusi dalam penyelesaian perselisihan perjanjian komersial di kawasan
ASEAN dalam Pelaksanaan MEA yakni sebagai berikut:
1. Melakukan harmonisasi hukum di negara-negara ASEAN. ALA akan bekerja sama dengan
Sekretariat ASEAN dan pejabat-pejabat tinggi bidang hukum di negara-negara ASEAN yang
tergabung dalam ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) untuk mengidentifikasikan
dan mengharmoniskan hukum yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan dalam
rangka menghadapi komunitas ASEAN 2015;
2. Membentuk dan mengembangkan hukum perdagangan dan investasi. ALA mendorong
pembentukan Komite Perdagangan dan Investasi yang berperan mempelajari posisi
ASEAN dalam kerangka aturan WTO (World Trade Organization) dan mempelajari
perubahan-perubahan dalam hukum perdagangan dan investasi dari masing-masing
negara ASEAN;
16 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53762f12c2eb6/ini-7-langkah-asosiasi-hukum-asean-hadapi-mea-
2015 diakses pada tanggal 15 Juli 2015
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4. Membentuk pusat kajian ASEAN. ALA juga mendorong pembentukan Pusat Kajian ASEAN
di perguruan tinggi atau pusat penelitian untuk mendorong penelitian mengenai hukum di
negara-negara ASEAN. Tujuannya agar terjadi harmonisasi hukum di negara-negara ASEAN
dalam rangka menghadapi komunitas ASEAN 2015.
5. Menentukan media alternatif penyelesaian sengketa. ALA menilai penggunaan alternatif
penyelesaian sengketa di antara pelaku usaha di negara-negara ASEAN akan semakin
meningkat seiring berlakunya komunitas ASEAN pada 2015 mendatang. Namun,
penerapan alternatif penyelesaian sengketa khususnya arbitrase dan mediasi di negara-
negara ASEAN masih sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya.
Dengan ke empat usulan rekomendasi dari ASEAN Law Association (ALA) tersebut maka
diharapkan segala probelmatika sebagaimana yang dijabarkan di atas pada sub bab sebelumnya
telah teratasi. Terutama perihal pemilihan hukum dan penentuan media dalam penyelesaian
sengketa komersil di kawasan ASEAN pada pelaksanaan MEA.
E. PENUTUP
Berdasarkan penjabaran pada pembahasan di atas maka terdapat pertentangan antara
Pasal 31 Undang-Undang No 24 tahun 2009 dengan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan Klarifikasi
atas implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 yakni di sisi Pasal 31 Undang-Undang
No 24 tahun 2009 menghendaki mewajibkan untuk mensertakan bahasa Indonesia dan
sedangkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35
tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU
Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan perjanjian dengan bahasa asing saja tetap sah, kedudukan
secara hierarki antara Pasal 31 Undang-Undang No 24 tahun 2009 dengan surat Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal
Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 jelas lebih
tinggi Undang-Undang 24 tahun 2009. Pertentangan antara kedua instrumen hukum tersebut
dapat menimbulkan disparitas putusan yang berpotensi menyebabkan timbulnya ketidakpastian
hukum jika tidak ditanggulangi yang berpotensi menyebabkan turunnya kepercayaan investor
asing dan kerja sama komersil/bisnis di Indonesia. Beberapa solusi untuk mengatasinya yakni
presiden membuat dan mengeluarkan Peraturan Presiden, badan Peradilan Mahkamah Agung
dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mengeluarkan Surat Edaran agar tidak terjadi
disparitas hukum, melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan dan calon investor asing
yang akan menanamkan modalnya di Indonesia tentang ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No
24 tahun 2009 dan terakhir adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 31 Undang-
Undang No 24 tahun 2009 sebagai pilihan terakhir jika ketentuan tersebut mempengaruhi dan
membuat efek turunnya investor asing serta kerja sama komersil di Indonesia yang dampaknya
pada pelaksanaan MEA di kawasan ASEAN. Pada solusi melalui kerja sama antar Negara ASEAN
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dalam pelaksanaan MEA yakni Melakukan harmonisasi hukum di negara-negara ASEAN,
Membentuk dan mengembangkan hukum perdagangan dan investasi, Membentuk pusat kajian
ASEAN, Menentukan media alternatif penyelesaian sengketa.
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